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ABSTRAK. 

Desa Condongcatur merupakan salah satu desa di kabupaten Sleman yang 
terletak berdekatan dengan kota Yogyakarta, sehingga menimbulkan 
perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat. Akibat dari perkembangan ini 
kebutuhan ekonomi menjadi meningkat terutama kebutuhan akan lahan menjadi 
tinggi dan terbatas. Pemerintah Desa Condongcatur menyediakan lahan tanah 
untuk masyarakat yang memerlukan dalam bentuk sewa, akan tetapi penyewa 
sering melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa 
dengan berbagai macam alasan. Pengalihan fungsi lahan tanah kas desa dan 
pengemplangan pembayaran menjadi masalah yang sering terjadi didalam 
kegiatan sewa menyewa tanah kas desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
dan menganalisis secara mendalam tentang sewa-menyewa tanah kas desa 
Condongcatur ditinjau dengan sosiologi hukum Islam seperti mengapa pengalihan 
fungsi lahan sering terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
wanprestasi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian 
lapangan),dengan teknik pengumpulan data berupa: observasi langsung, interview 
dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan 
pendekatan sosiologis untuk melihat realitas normatif (perjanjian sewa-menyewa) 
dengan realitas pelaksanaan perjanjian dilapangan dan pendekatan normatif untuk 
menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa 
berdasarkan hukum Islam. Dengan pendekatan demikian dapat diperoleh hasil 
peneltian, bagaimana praktik sewa-menyewa tanah kas desa di Desa 
Condongcatur dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Dalam penelitian ini, 
penyusun menggunakan batasan kasus Wanprestasi tanah kas desa. 

Dari hasil penelitian, praktik sewa-menyewa tanah kas desa di Desa 
Condongcatur yang meliputi: sering terjadinya wanprestasi sewa-menyewa tanah 
kas desa disebabkan oleh dorongan ekonomi pihak penyewa yang mengakibatkan 
ketidakpedulian terhadap aturan, pihak pemerintah desa mengedepankan rasa 
sosial sehingga terjadi peluang untuk melakukan wanprestasi, rumit dan 
panjangnya proses sewa-menyewa tanah kas desa yang menimbukan penyewa 
tidak mengerti aturan yang ada. Faktor yang mempengaruhi yaitu, pemerintah 
mengedepankan rasa sosial, kuantitas SDM, perubahan pola perilaku, dorongan 
ekonomi dan lingkungan sosial. Penelitian tentang sewa-menyewa tanah kas desa 
Condongcatur telah sesuai dengan tinjauan sosiologi hukum Islam karena 
mempertimbangkan proses sosial dan kemaslahatan yang terjadi di masyarakat. 
Namun  dalam praktiknya masih banyak ditemukan permasalahan sehingga perlu 
dilakukan evaluasi pada pembaruan perjanjian serta sumber daya manusia di 
pemerintahan desa.  
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Karya ini ku persembahkan untuk: 

Kedua orangtuaku yang bukan sekedar menjadi orang tua tetapi 
sebagai guru dan sahabat Mereka selalu sabar dan tak kenal 
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Simbah-simbahku yang selalu memotivasiku memberi dorongan 
moril serta materiil. Mereka yang selalu membuat penyusun 
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tingginya lebih dari masnya yang sekarang. semoga menjadi 
kebanggaan orangtua. Maafkan masmu ini yang selalu jail sama 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan  transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 - - Alif ا

 Ba‟ B Be ة

 Ta‟ T Te ث

 Ṡa‟ Ṡ es dengan titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‟ Ḥ ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh ka-ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet dengan titik di atas ذ



 

ix 
 

 Ra‟ R Er `ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es-ye ش

 Ṣād Ṣ es dengan titik di  bawah ص

 Ḍaḍ Ḍ de dengan titik di bawah ض

 Ṭa‟ Ṭ te dengan titik di bawah ط

 Ẓa‟ Ẓ zet dengan titik di bawah ظ

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Ghain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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 Nun N En ى

 Wau W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya‟ Y Ya ي

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

-َ-------- Fathah A A 

-ِ-------- Kasrah I I 

-ُ-------- Dammah U U 

 

Contoh: 

 su‟ila    سئل                           kataba    كتت     

2. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatkhah dan ya Ai a - i يَ
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 Fatkhah dan wau Au a - u وَ

 

3. Vokal Panjang 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatkhah dan alif Ᾱ a dengan garis di atas أَ

 Fatkhah dan ya Ᾱ a dengan garis di atas يَ

 Kasrah dan ya Ῑ i dengan garis di atas يِ

 Zammah dan ya Ū u dengan garis di atas وُ

 

Contoh : 

 qīla   قٍل                        qāla   قبل     

ٌقول      ramā    رهى       yaqūlu 

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Transliterasi ta‟ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah transliterasinya adalah “t”. 

2. Transliterasi ta’ marbuṭah mati 

Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 
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Contoh: 

حت طل         ṭalḥah 

3. Jika ta‟ marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan 

bacaannya terpisah, maka ta‟ marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan  

“ha”/h. 

Contoh: 

طفبل لأا   rauḍah al-aṭfāl روضت 

 al-Madīnah al-Munawwarah       الودٌنت الونورة  

 

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

 nazzala   نسّل   

 al-birru      البرّ  

 

E. Kata Sandang “ال”    

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata 



 

xiii 
 

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf Qamariyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya yaitu “ال”  diganti huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Contoh:  

 ar-rajulu       الرّجل 

 as-sayyidatu          السٍّدة       

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 

dengan tanda sambung (-). 

Contoh: 

القلن          al-qalamu 

 al-badī’u     البدٌع 
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F. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 syai’un شًء        

 umirtu    اهرث    

 an-nau’u            النوء

G.  Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada 

nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada 

permulaan kalimat. 

Contoh: 

 Wamā Muhammadun illā     وهب هحود إلا رسول  

rasūl 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله ربّ العالمين والصّلا ة والسّلام على أشرف الأ نبياء والمرسلين سيّد نا محمّد وعلى أله وصحبه أجمعين أشهد 

 أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له وأشهد   أنّ محمدا عبده ورسوله

 Alhamdulillah, puji Tuhan penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah merubah 

siang jadi malam, malam jadi siang, pada Tuhan yang menciptakan alam semesta sekaligus 

sebagai “sutradaranya”, sehingga kita tetap “nyaman” dalam beriman dan berislam, serta 

komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi sepanjang zaman tetap tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW., sebagai satu satunya reformis zaman jahiliyah yang berhasil 

mengeluarkan umatnya dari kekufuran kepada cahaya iman dan Islam. Amin. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dan juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Muamalah. 

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini merupakan berkat adanya bimbingan 

dari dosen yang sudah ditetapkan, dan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

Pertama,Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag; selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penelitian ini. 

Kedua, Bapak Saifuddin, SHI., M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalah yang selalu 

memberikan dorongan semangat dalam mengemban ilmu pengetahuan selama perkuliahan. 

Ketiga, Drs.Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing yang juga telah memberikan 

pengarahan dan koreksi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang 

sudah direncanakan. 
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Keempat, Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah, yang telah berjasa 

mengantarkan penulis untuk mengetahui arti pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. 

Kelima, Kedua orang tua yang tercinta (Bapak Marsanto dan Ibu Rina Lismayati); 

adik tercinta (Bagus Mahatva dan Gendis Tri Kamandani) yang telah memberikan 

bimbingan, dukungan moral dan spiritual selama studi, serta senantiasa memberikan kasih 

sayangnya yang tidak ternilai harganya dan selalu memberikan dorongan serta pengertiannya 

selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga. 

Keenam, Teman-teman MU angkatan 2012 Terutama Umam, Sukron, Bibul, Chilmi, 

Raka, Farid, Ichmem, Chamim dan adik-adik kelas se-Jurusan dan kang kang lan mbak yu 

angkatan 2012 kebawah yang selalu ada dalam kebersamaan dan bantuannya, baik suka 

maupun duka selama ini, serta sahabat-sahabat yang selalu setia menemani dan memberikan 

motivasi dalam terselesaikannya skripsi ini. 

Dengan penuh harapan, semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT., dan 

tercatat sebagai amal shalih. Jazakumullah ahsanal jaza’. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Desa Condongcatur merupakan suatu daerah setingkat Kelurahan 

yang secara adminitrasi  terletak di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 

Desa Condongcatur menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi 

besar dalam kegiatan bisnis. Ratusan tempat usaha mulai tumbuh secara 

pesat dikawasan yang rata-rata berbatasan dengan Kota Yogyakarta. 

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan dan perkembangan 

bisnis di Desa Condongcatur berakibat terhadap meningkatnya kebutuhan 

hidup salah satunya kenaiknya harga tanah dari tahun ke tahun. Hal ini 

dikarenakan Tanah sebagai kebutuhan pokok semakin lama semakin 

terbatas, baik pemanfaatanya untuk pemukiman, tempat usaha maupun 

lahan pertanian sedangkan permintaan tanah semakin tinggi. Sewa-

menyewa tanah menjadi alternatif pilihan masyarakat yang membutuhkan 

lahan tanah dengan biaya lebih terjangkau dari pada membelinya. 

 Salah satu alternatif pilihan yaitu dengan cara menyewa tanah kas 

desa milik Pemerintah Desa Condongcatur. Menyewa Tanah Kas Desa 

dirasa lebih terjangkau dari pada menyewa tanah kepada perseorangan, 

Pihak Pemerintah Desa Desa Condongcatur sebagai pengelola tanah kas 

desa membagi kedalam golongan tertentu sesuai dengan pemanfaatannya. 

Sistem sewa ini dapat mempermudah pihak pemerintah desa untuk 
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mengatur para penyewa, sebaliknya bagi para penyewa berhak 

mendapatkan kejelasan status fungsi tanah sehingga para penyewa dapat 

merasa aman dan nyaman dalam menggunakan tanah tersebut. 

Sewa-menyewa dalam ilmu Hukum merupakan suatu yang 

diperbolehkan, baik hukum konvensional maupun hukum Islam, masing-

masing telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam sewa-

menyewa. berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1584: 

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya 
kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan 
pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu 
disanggupi pembayarannya.1 
 

 Sewa-menyewa dalam hukum Islam dinamakan Ijarah, menurut 

Al-Jazairi yaitu suatu akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan 

harga tertentu. Sedangkan menurut Zuhaily mengatakan bahwa sewa 

adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan 

waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan hak kepemilikan atas barang.2 

Dalam hal sewa-menyewa ini, penyusun tertarik mengadakan 

penelitian dengan mengambil lokasi di Desa Condongcatur dikarenakan 

desa tersebut merupakan salah satu desa di Kabupaten Sleman yang 

memiliki pendapatan asli desa dari tanah kas desa tertinggi setelah Desa 

                                                            
1 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet-10 (Jakarta: PT. 

Pradnya Paramita, 1999), hlm. 381. 
2 Ismail nawawi,  fiqh Muamalah,  hlm. 78. 
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Caturtunggal. Dengan demikian permasalahan yang terjadi menarik untuk 

diteliti. 

Dalam proses akad sewa menyewa tanah kas desa ini, pihak 

pemerintah desa sebagai pihak yang menyewakan tanah telah membuat 

aturan akad sewa-meyewa sesuai dengan peraturan desa yang berlaku. 

Akad sewa-menyewa tanah kas desa dibagi menjadi beberapa bagian 

golongan sesuai dengan peruntukan pemanfaatan lahan. Dalam surat 

perjanjian sewa menyewa tanah kas tersebut telah disebutkan ketentuan-

ketentuan aturan dalam sewa-menyewa tanah kas desa Condongcatur. 

Seiring waktu berjalan dan kondisi ekonomi yang semakin sulit 

pada dewasa ini, pihak penyewa dalam hal ini sebagai pihak yang 

memperoleh hak untuk memanfaatkan tanah berdasarkan status golongan 

tanah yang disewakan seringkali melakukan pengalihan fungsi tanah 

terhadap perjanjian yang telah disepakati. Selain itu keadaan Desa 

Condongcatur sudah banyak mengalami perubahan dari berbagai sektor 

yang menimbulkan peningkatan kebutuhan hidup, sehingga sebagian 

masyarakat khususnya penyewa tanah kas desa mengalami kesulitan 

dalam memenuhi kehidupan mereka sehari-hari disisi lain mereka harus 

memenuhi kewajiban untuk membayar sewa tanah kas desa. 

Kasus-kasus yang sering terjadi yaitu penyewa melampaui batas 

waktu sewa, penyewa mengalihkan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan 

kesepakatan perjanjian, dimana penyewa menggunakan ijin pengelolaan 

tanah untuk pertanian dialih fungsikan menjadi lahan usaha tanpa 
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sepengetahuan pihak desa dan penyewa memperjualbelikan hak sewanya 

kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin pihak kelurahan sebagai 

pengelola. Dimana  hak sewa masih atas nama penyewa pertama akan 

tetapi hak sewanya digunakan pihak lain, jadi dalam hal ini terjadi kasus 

sewa bertingkat. Sebagai salah satu contoh yang sering terjadi dalam kasus 

wanprestasi perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa di Desa 

Condongcatur yaitu banyak dari penyewa melakukan keterlambatan dalam 

membayarkan sewa kebanyakan datang dari penyewa untuk fungsi hunian. 

Seperti yang terjadi di Padukuhan Karangasem yaitu penyewa seringkali 

melakukan keterlambatan pembayaran tanah kas desa yang disebabkan 

oleh berbagai macam alasan. 

 Kasus wanprestasi yang terjadi di Desa Condongcatur tentu saja 

menimbulkan kerugian dari pihak pemerintah desa Desa Condongcatur, 

pemasukan dari hasil sewa tanah kas desa tidak sesuai dengan harapan, 

sehingga menghambat proses  kinerja pemerintah Desa Condongcatur 

yang berpengaruh terhadap program kerja Pemerintah Desa yang berkaitan 

dengan penduduk Condongcatur. 

Pihak Desa Condongcatur tentu mempunyai aturan-aturan untuk 

menangani kasus Wanprestasi tersebut, apakah telah sesuai dengan aturan 

yang disesuaikan dengan keadaan penduduk dan  hukum Islam, mengingat 

mayoritas penduduk Desa Condongcatur beragama Islam.  
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Perubahan-perubahan pola perilaku masyarakat dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan aturan hukum3. Hal tersebut terjadi 

pada kasus sewa-menyewa tanah kas desa condongcatur dimana kedua 

belah pihak sulit merealisasikan hak dan kewajiban di awal perjanjian 

serta pengaruh perkembangan pembangunan dan perubahan zaman seperti 

sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian, tentu 

saja kedua belah pihak tidak dapat memungkiri hal tersebut. Maka dari itu 

penyusun dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam berusaha 

untuk menganalisis permasalahan kasus tersebut. 

Berdasarkan uraian masalah diatas penyusun akan melakukan penelitian 

yang berjudul “PENGALIHAN FUNGSI LAHAN TANAH KAS DESA                             

DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN 

SLEMAN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka  untuk memudahkan bahasan 

penelitian,penyususun merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Mengapa sering terjadi wanprestasi pengalihan fungsi lahan dalam 

perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa di kelurahan Condongcatur? 

2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus wanprestasi 

dalam kontrak sewa-menyewa?  

                                                            
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Bhratara Karyaa 

Aksara,1997), hal 17. 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

Dengan dirumuskan masalah yang telah diterangkan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adaah : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kasus-kasus wanprestasi sewa-menyewa 

Tanah kas desa Condongcatur dan penyelesaiannya yang terjadi di 

Desa Condongcatur.  

b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi 

dalam perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa dilihat dari 

tinjauan sosiologi hukum Islam. 

c. Kegunaan penelitian: 

a. Memberikan wawasan kepada masyarakat umum dan 

khususnya masyarakat Desa Condongcatur Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman mengenai perjanjian akad sewa-menyewa 

tanah kas desa yang sesuai dengan hukum Islam. sehingga 

diharapkan masyarakat dapat mempraktekan akad dan 

menerapkan dalam kegiatan berbisnisnya. 

b. Memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa Desa 

Condongcatur terkait dengan pengelolaan tanah kas desa 

dengan diadakannya penelitian ini. 
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D. Telaah pustaka 

     Setelah melakukan telaah kepustakaan, penyusun ternyata banyak yang 

membicarakan mengenai praktik sewa-menyewa tentang tanah kas desa. 

Namun belum ada yang meneliti mengenai praktik sewa-menyewa tanah 

kas desa condongcatur. 

Penelitian karya Zaini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Akad paron Tanah cato (bengkok) (Studi Kasus di Desa 

Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep) tahun 

20144. Penelitiaan dalam kasus ini lebih menekankan bagi hasil sewa 

menyewa antara pihak desa dan pihak pertama dan pihak pertama dan 

kedua. 

     Penelitian karya Fakih Deni S yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Sewa menyewa Tanah Bengkok (Studi Kasus 

di Desa Pucungrejo Muntilan)”5. Penelitian dalam kasus ini hampir 

sama dengan kasus yang diteliti oleh zaini perbedaannya karya Fakih 

Zaini S. Lebih menekan pada prinsip sewa menyewa bukan pada bagi 

hasilnya. 

      Penelitian karya yang ditulis oleh Fathor Rohman dengan judul 

“Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun 

                                                            
                       4 Zaini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad paron Tanah cato (bengkok) (Studi 
Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep)”. Skripsi Mahasiswa 
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. 
 
               5 Fakih Deni S.,”Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa Tanah 
Bengkok(Studi kasus di Desa Pucungrejo Muntilan)”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008. 
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Kabupaten Magelang” (Studi Prespektif Hukum Islam)6. dalam 

penelitian ini membahas jual beli tanah kas desa oleh perangkat desa 

kepada perorangan. 

 Penelitian  yang ditulis oleh Rohadi dengan judul ”Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Kas Desa di 

Sidolmulyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta”7. dalam skripsi karya 

Rohadi ini dibahas sewa-menyewa tanah kas desa antara pemerintah 

desa dan petani terjadi perbedaan nilai sewa  tanah kas. 

Penelitian karya Zumrotunisa dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa 

Tumbreb Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”. dalam 

penelitian ini dibahas tentang hasil sewa tanah kas desa yang dijadikan  

gaji untuk perangkat desa dengan sistem adat dan di dalam praktek 

tersebut terdapat ketidakjelasan sehingga tidak sesuai dengan prinsip 

hukum Islam dalam hal ini perangkat desa sebagai pribadi dengan 

petani8. 

Penelitian  karya Dyah Rahmawati dengan judul “Tinjauan hukum 

Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa 

                                                            
6 Fathor Rohman,”Jual Beli Tanah Bengkok di Desa Banyubiru Kecamatan Dukun 

Kabupaten Magelang (Studi Dari prespektif Hukum Islam)”,Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005. 

 
7 Rohadi,”Tinauan Hukum Islam terhadap praktek Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa di 

Sidolmuyo Bambanglipuro Bantul Yogyakarta”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta . 2005. 

 
8 Zumrotunnisak,”Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah 

Bengkok di Desa Tumbreb kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”, Skripsi 
Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2008. 
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Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta”. 

dalam penelitian ini hampir sama dengan penulis perbedaannya 

terletak pada objek kajian yang ditulis Dyah Rahmawati kajian yang 

diteliti secara umum antara pemerintah desa dan penyewa 9. 

Dari berbagai karya tersebut, penyusun dapat menyimpulkan 

perbedaan penyusun dengan penelitian di atas adalah terletak pada 

terjadinya pelanggaran perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa 

dilihat dari tinjauan Sosiologi Hukum Islam . 

 

E. Kerangka Teoritik 

Kehidupan manusia dalam aktivitas sehari-hari saling 

membutuhkan satu dengan yang lainya, sehingga manusia tidak mungkin 

bisa melakukan semua aktifitanya sendiri tanpa orang lain, tanpa adanya 

interaksi manusia tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup. Dengan 

adanya interaksi masing masing orang dapat memenuhi kehidupannya. 

Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga hubungan 

dengan sesamanya, hubungan antara sesama manusia atau yang sering 

disebut Muamalah ini telah ditetapkan Allah SWT dengan segala aturan 

aturan yang tertuang di al-Quran maupun Hadits. Dengan demikian, 

manusia dapat menjalani aktifitas muamalat dengan tepat. 

                                                            
9 Dyah Rahmawati, Tinjauan hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta. Skripsi 
mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006. 
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Dalam hal ini penyusun membahas dan menganalisa salah satu 

bentuk dari kegiatan muamalah yaitu sewa menyewa. Sebagai salah satu 

bentuk dari muamalah pastinya harus memenuhi prinsip-prinsip hukum 

Islam baik dari al-Quran maupun al-Hadits. 

Menurut as-Sayyid Sabiq, secara bahasa sewa (ijarah) berasal dari 

kata al-ajru yang berarti al-iwadhu (ganti) yaitu pergantian maka dari itu 

pahala juga dinamakan upah. Berdasarkan definisi tersebut maka secara 

etimologi ijarah adalah imbalan atau upah atas sesuatu pekerjaan atau 

manfaat sesuatu karena melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sewa-menyewa adalah 

pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang 

dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.10 Sedangkan menurut 

KUH Perdata di dalam Pasal 1548 disebutkan bahwa perjanjian sewa-

menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

manfaat dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran 

suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi 

pembayarannya. 

Dari pengertian tersebut baik dari istilah maupun bahasa sewa-

menyewa adalah suatu akad yang mempunyai timbal balik baik dengan 

mengambil manfaat suatu barang atau jasa dengan memberi biaya tertentu 

sebagai gantinya. 

                                                            
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-3. 

(Jakarta:Balai Pustaka.1990). hlm 153. 
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Sewa-menyewa merupakan bentuk dari suatu perikatan, sehingga 

perlu dilakukan perikatan atau kontrak secara tertulis untuk membentuk 

adanya kepastian hukum, hal ini Islam menganjurkan agar suatu perjanjian 

dibuat secara tertulis yang berguna untuk memperjelas dan menghindari 

perselisihan yang mungkin akan terjadi di waktu perjanjian tersebut 

disepakati. Hal ini telah tertuang didalam ayat berikut 

11ياأَيها ٱلَذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أَجل مسمى فٱآتبوه  

Sedangkan di dalam Perjanjian atau disebut juga dengan akad yang 

merupakan perikatan ijab dan kabul ini merupakan salah satu sebab 

tamallu’(memiliki) harta benda yang hukumnya diperbolehkan dalam 

islam, Allah berfirman: 

12يا أيها ٱلذين آمنوا أوفوا بٱلعقود   

Maksudnya dalam ayat tersebut bahwa setiap manusia diwajibkan 

menunaikan segala akad yang dibuat, sebagai pejelas Al-Quran, As-

Sunnah banyak memberikan ketentuan-ketentuan umum di bidang akad 

antara lain mengenai keharusan dalam memenuhi syarat-syarat yang 

dibuat dalam suatu perjanjian. 

Al-Qur’an dan hadits sebagaimana diketahui bahwa aturan-aturan 

yang tercantum bersifat global, sehingga tidak mungkin menyebutkan 

                                                            
11 Al-Baqarah(2):282 
 
12 Al-Maidah (5): 1 
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aturan-aturan tersebut secara terperinci tentang hukum akad disegala 

bidang. Oleh karena, itu untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum 

yang mencakup segala aspek bidang diperlukan pemikiran-pemikiran para 

ulama yang disebut ijtihad. 

Di samping dari ketiga hal di atas, di antara yang dapat dijadikan 

landasan hukum yaitu pertimbangan suatu adat/kebiasaan yang telah 

berlaku di kehidupan masyarakat yang bersifat positif. Adat 

kebiasaan(‘urf) dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1. ‘urf tidak berlawanan dengan nas yang tegas 

2. ‘urf menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang 

dimasyarakat. 

Hukum yang dibina atas ’urf berubah sesuai masa dan tempat, asal 

tetap dalam bidang perbuatan yang diperbolehkan, para ulama telah 

menjadikan adat (‘urf) sebagai dasar hukum asal tidak menimbulkan 

suatu kerusakan untuk merusak suatu kemaslahatan dan menyalahi 

nash.13 

Sedangkan di dalam hal pelanggaran perjanjian menurut Subekti, 

bentuk pelanggaran perjanjian ada empat macam yaitu:14 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 
                                                            

13 Hasbi Ash-Shididieqy, Falsafah Hukum Islam,cetakan ke-3 (Jakarta: Bulan 
Bintang,1999). hlm.479. 

 
14 Subekti , Hukum Perjanjian, (Jakarta:Internusa,1987). Hlm.93. 
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2. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

Selain menggunakan teori-teori tersebut, penyusun menggunakan tinjauan 

sosiologi hukum Islam karena permasalahan sewa-menyewa dalam skripsi ini 

sangat dipengaruhi kondisi sosial masyarakat. Di dalam pelaksanaan 

perjanjian sewa-menyewa tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam 

perjanjian dan seringkali tidak sesuai dengan praktik di lapangan. 

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik anatara perubahan 

hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan di 

mayarakat dan sebaliknya masyarakat  dapat mempengaruhi perubahan 

hukum.15Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah 

sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat yang 

mendukung sistem hukum yang bersangkutan.16 Hart mengungkapkan konsep 

tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasan yang berkewajiban tertentu 

didalam gejala hukum yang nampak di dalam kehidupan masyarakat. 

Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji tentang gejala-gejala sosial yang 

timbul dari proses hubungan timbal balik terhadap terbentuknya suatu hukum 

khususnya hukum Islam. Dengan demikan, hukum Islam tidak hanya 

                                                            
15 Soerjono Soekonto, Pengantar Sosiologi Hukum, hlm 17. 
 
16 Surdirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, hlm.4. 
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berfungsi sebagai hukum sekuler, akan tetapi burfungsi sebagai nilai-nilai 

normatif juga.17 

Tegaknya suatu hukum salah satunya disebabkan oleh tingkat kesadaran 

hukum dimasyarakat. Beberapa pendapat mengemukakan tentang pengertian 

kesadaran hukum, sadar yang berarti tahu, mengerti, menyadari, merasakan 

dan hukum yang berarti peraturan-peraturan yang datangnya dari penguasa 

baik pemerintah maupun Tuhan yang berisi larangan serta perintah yang 

menimbulkan konsekuesi jika melanggar, sedangkan yang dimaksud dengan 

kesadaran hukum yaitu keadaan masyarakat yang tahu hukum yang berlaku 

dan mau meninggalkan larangan yang berlaku tanpa adanya paksaan dan 

tekanan dari manapun.18 

Kurang meratanya kesadaran hukum di masyarakat merupakan faktor 

penghambat yang mempengaruhi tercapainya keadilan, tidak samanya 

penafsiran keadilan di masyarakat akan menimbulkan kegaduhan untuk itu 

diperlukan peningkatan kesadaran hukum di dalam masyarakat, sehingga 

masyarakat mampu menghayati dan memahami hak dan kewajiban serta 

meningkatkan kualitas sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya 

hukum, serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia serta kepastian 

hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.19 

                                                            
17 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, ( Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 

h.1 
18
 Ahmad Manshur Noor, Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum, hlm. 18 

 
19 Ibid. Hlm. 21 

. 
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Namun pada kenyataanya fungsi hukum dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan jika peraturan-peraturan, penegak hukum serta masyarakat 

itu sendiri mampu diterapkan secara baik, akan tetapi ketiga hal tersebut 

memiliki hambatan-hambatan tersendiri diantaranya: 

1. Peraturan-peraturan 

Peraturan-peraturan atau undang-undang secara sosiologis 

memastikan timbulnya suatu efek yang dikehendaki oleh pembuat 

peraturan tersebut.20 Peraturan-peraturan di masyarakat yang diangggap 

sebagai pengendali sosial berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang 

baik maupun tidak baik atu penyimpangan dalam hukum, dan sanksi 

hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.21 

Perbuatan menyimpang tergantung pada kontrol sosial yang terjadi di 

dalam masyarakat yang dijadikan patokan untuk menetapkan suatu 

peraturan. Terlaksananya atau tidaknya fungsi hukum itu sebagai 

pengendali sosial tergantung pada faktor aturan hukum dan pelaksana 

hukum.22. 

2. Penegak Hukum  

Hukum menjadi tidak ada artinya jika perintahnya tidak dapat 

dilaksanakan, diperlukan usaha dan tindakan agar perintah atau paksaan 

                                                            
20 Sajtipto Raharjo, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Ghenta Publising, 2010), hlm. 114 

21 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Hlm. 37 
 
22  ibid, Hlm. 38. 
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dapat berjalan sebagaimana mestinya.23kenyataan dilapangan masih 

banyak ditemukan masyarakat yang belum dapat menikmati fasilitas yang 

disediakan oleh hukum. Para pelaku yang memliki kekuasaan lebih besar 

akan mendominasi penegakan hukum, dengan kekuasaanya mereka lebih 

mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum.24 

Disisi lain hukum akan ditaati jika pengawasan dilakukan dengan 

ketat dan tegas, jika pengawasan dilakukan dengan tidak ketat dan tegas 

disitulah terjadinya kesempatan untuk melakukan tindakan menyimpang 

dan akhirnya hukum tersebut tidak berjalan secara efektif.25 

Sarana  atau fasilitas penegak hukum ikut serta dalam 

mempengaruhi penegakan hukum,tanpa ada fasilitas tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung. Sarana atau fasilitas antara lain 

SDM yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup, 

keuangan yang baik. Bila hal-hal tersebut tidak dipenuhi mustahil 

penegakan hukum akan mencapai tujuan. 

3. Masyarakat 

Hukum itu tidak semata-mata dapat diatur dengan jumlah peraturan 

yang tertulis di berbagai macam bidang akan tetapi diimbangi dengan 

mental masyarakat itu sendiri disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, 

jika tidak diterapkan secepatnya maka akan timbul kesulitan-kesulitan 

                                                            
23  Sajtipto Raharjo, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Ghenta Publising, 2010), hlm. 192. 

24 Ibid, hlm.196. 

25 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 
(Jakarta, Rajawali, 1987), hlm. 22-23. 
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dalam menegakan hukum. Kecenderungan masyarakat dewasa ini untuk 

memetuhi hukum karena takut terkena sanksi semakin kuat, akibat dari 

perbuatan tersebut adalah, hukum akan ditaati jika pengawasan dilakukan 

dengan ketat dan tegas. 

Keinginan masyarakat yang kuat untuk memperoleh hasil yang 

sesingkat-singkatnya dan semudah-mudahnya, menimbulkan efek 

ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar dan efek kedepan pada diri 

sendiri. seseorang tidak mampu menahan suatu pemuasan kebutuhan 

terutama kebutuhan materiil dan terkadang nyawa seseorang dianggap 

tidak berharga demi untuk mencapai tujuan-tujuan nilai kebendaaan 

belaka. Aturan-aturan hukum yang telah dijalankan dengan tata cara 

prosedur yang  diatur akan tetapi masih tetap ada saja timbul  niat yang 

menyimpang dengan memberikan suap untuk memuluskan suatu hal, 

yang terkadang telah menjadi kebiasaan, yang dilakukan secara sadar di 

dalam masyarakat.26 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian metode menjadi sangat penting agar 

penelitian bisa dilaksanakan secara terarah dan rasional untuk mencapai 

                                                            
26 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, 

(Jakarta, Rajawali, 1987), hlm. 22-23. 
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hasil optimal.27untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunaan 

beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan secara 

langsung kepada Masyarakat dan Pemerintah Desa Desa 

Condongcatur dan penyewa tanah kas. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian 

yang meliputi proses pengambilan data penyusun dan menjelaskan 

atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan, sehingga metode ini sering disebut metode 

analitik.28 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah 

pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan melihat dan 

mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat 

dalam pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas desa. Pendekatan ini 

digunakan untuk melihat antara normatif (perjanjian sewa-

                                                            
27 Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta:Gahlia,1998). hlm 20. 

 
28 Abudin Nata, Metodelogi Studi Islam , (Jakarta:Rajawali Press,2003), hal20. 
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menyewa tanah kas desa) dengan realitas pelaksanaan perjanjian 

dilapangan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara merupaka salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komuniasi, yakni melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data (pewawancara) denga sumber 

data (responden).29 Wawancara kepada pemerintah desa 

condongcatur dan beberapa penyewa lahan tanah kas desa. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen 

yang merupakan suatu pemcatatan formal, untuk membantu 

dan menyempurnakan analisis terhadap sewa-menyewa tanah 

kas desa condongcatur. 

c. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penyusun yaitu analisis 

data kualitatif dengan cara mengeksplorasi sedetail 

mungkin contoh atau peristiwa yang dipandang menarik 

dan mencerahkan dengan tujuan mendapatkan 

pemahaman mendalam.30 kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan metode dedukatif yaitu 

                                                            
29 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1 (Jakarta:Granit,2004), 

hal 72. 
 
30 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik,cet ke-1, (Jakarta:Kencana,2007), hlm.86. 
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analisa dari data atau kesimpulan yang bersifat umum 

akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang 

bersifat khusus melalui data primer atau sekunder.31 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberi gambaran dan mempermudah penelitian ini 

diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Adapun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, Dalam bab pendahuluan ini merupakan dasar pijakan 

bagi penyusun yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam 

tentang sewa menyewa untuk mengetahui permasalahan yang mendasar 

dan merupakan landasan teori dalam sewa-menyewa dengan rincian 

sebagai berikut: pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, 

rukun dan syarat sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak yang 

terikat dalam perjanjian sewa-menyewa serta berakhirnya akad sewa 

menyewa. Selain itu juga menjelaskan tentang sosiologi hukum Islam 

sebagai bahan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas desa. 

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Desa 

Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, baik letak geografis 

                                                            
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research ,(Yogyakarta:UGM press,1984). hal 32. 
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dan struktur organisasi pemerintahan desa dan gambaran pelaksanaan 

sewa menyewa tanah kas desa di desa condongcatur serta bentuk 

pelanggaran atas perjanjian. 

Bab keempat, merupakan analisa terhadap pelaksanaan sewa-

menyewa tanah kas desa condongcatur dan penyelesaian sengketa akad 

sewa menyewa tanah kas desa dengan menggunakan tinjauan Sosiologi 

hukum Islam. Adapun analisis pelaksanaan sewa menyewa meliputi 

perjanjian dan faktor faktor yang menyebabkan wanprestasi serta analisis 

penyelesaian sengketa. 

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 

Hal tersebut merupakan pokok masalah penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tentang praktik sewa-menyewa tanah kas desa 

di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan 

menggunakan prespektif sosiologi hukum Islam, maka penyusun dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Desa Condongcatur merupakan daerah dengan status desa yang  terletak 

di kawasan kota , hal ini mengakibatkan kenaikan harga tanah maupun 

ruang usaha serta kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi. Hal 

demikian mendorong beberapa penyewa tanah kas desa memanfaatkan 

tanah kas desa yang memiliki nilai jual yang tinggi untuk dimanfaatkan 

sebagai keuntungan pribadi tanpa mengindahkan peraturan yang ada. 

Sedangkan dari pihak pemerintah desa masih mengedepankan rasa 

sosial terhadap penyewa yang menimbulkan celah bagi penyewa untuk 

mengalihfungsikan lahan dengan mengabaikan peraturan yang ada. 

Serta Panjang dan rumit dalam proses perjanjian mengakibatkan 

penyewa tidak mengetahui sepenuhnya aturan yang ada sehingga 

peraturan yang ada tidak dipatuhi. 

2. Perjanjian telah disepakati sehingga berlaku dan mengikat kedua belah 

pihak, namun dalam praktiknya terjadi berbagai bentuk wanprestasi. Hal 

tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Ketidakpedulian terhadap peraturan-peraturan. 
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b. Sosialisasi tentang peraturan masih kurang 

c. Kurangnya pengendalian secara represif 

d. Pengetahuan tentang peraturan sewa masih lemah. 

e. Pemerintah desa lebih mengedepankan rasa sosial 

f. Kuantitas Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa 

g. Perubahan pola perilaku masyarakat 

h. Dorongan Ekonomi 

i. Lingkungan sosial. 

Berdasarkan penelitian praktik sewa-menyewa tanah kas desa di Desa 

Condongcatur telah sesuai dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Hal 

tersebut ditunjukan dengan adanya pertimbangan proses sosial dan 

kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat. Namun dalam praktek 

tersebut masih perlu banyak perbaikan serta evaluasi, sehingga peraturan 

dalam perjanjian sebagai suatu hukum bagi pembuatnya dapat berfungsi 

sebagai sosial kontrol bagi kedua belah pihak. 

B. Saran-Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisis permasalahan yang 

terjadi dalam pelaksanaan sewa-menyewa tanah kas desa di Desa 

Condongcatur, maka penyusun memberi saran sebagai berikut: 

A. Untuk Pemerintah Desa Desa Condongcatur 

1) Menjaga hubungan baik terhadap penyewa baik petani, pedagang 

serta pengusaha sehingga terciptanya komunikasi yang baik serta 
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pemerintah desa dapat memberikan kebijakan dan ketegasan yang 

lebih tepat demi kepentingan umum. 

2) Menertibkan penyewa yang melakukan pelanggaran secara tegas 

baik petani, pedagang maupun pengusaha tanpa pandang bulu agar 

tercipta suasana yang kondusif dan hukum dapat berjalan sesuai 

dengan fungsinya. 

3) Peningkatan layanan dan jumlah aparat desa  ditambah dalam 

urusan pengelolaan tanah kas desa supaya berimbang dengan 

jumlah penyewa yang ada. 

B. Bagi penyewa tanah kas desa 

1) Sikap kesadaran dan taat terhadap hukum perlu ditingkatkan. 

2) Tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian yang 

dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan kepentingan umum. 

3) Mematuhi hasil keputusan dari Pemerintah Desa, Hal ini untuk 

menjaga ketertiban dan kepentingan umum. 

4) Pengetahuan agama lebih ditingkatkan Khususnya penyewa 

Muslim supaya dalam menjalankan aktifitas kehidupanya sesuai 

tuntunan Rasul SAW. 
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 TERJEMAHAN 

N
O 

HLM FOOTNOTE TERJEMAHAN 

     BAB I 

1 11 11 Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu bermuamalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya 

2 11 12 Hai orang-orang beriman penuhilah akad-
akad itu 

 
  BAB IV 

8 1 1 Hai orang-orang beriman penuhilah 
akad-akad itu 



PEDOMAN WAWANCARA 

Teks Wawancara pihak Debitur/Menyewakan. 

1. Apa yang dimaksud dengan tanah kas desa ? 

2. Ada berapa jenis tanah kas desa ? 

3. Diperuntukan untuk siapa hasil dari penyewaan tanah kas desa? 

4. Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam menyewa tanah kas desa ? 

5. Prosedur apa saja yang dilakukan  untuk menyewakan tanah kas desa? 

6. Hak dan kewajiban para penyewa dan yang  menyewakan ? 

7. Pengaruh apa yang terjadi jika terjadi Wanprestasi oleh penyewa ? 

8. Bagaimana penyelesaian jika penyewa tidak membayar 

sewa/denda/kekurangan? 

9. Apakah ada kelonggran waktu dalam membayar /denda/kekurangan? 

10. Langkah-langkah apa yang ditempuh jika terjadi wanprestasi ? 

11. Konflik apa yang sering terjadi dalam proses perjanjian ?   

Teks wawancara pihak Kreditur/Penyewa 

1. Berapa lama anda menyewa tanah kas desa? 

2. Mengapa penyewa memilih tanah kas desa ? 

3. Prosedur-prosedur apa yang dilakukan dalam menyewa tanah kas desa? 

4. Permasalahan apa yang dialami dalam proses menyewa tanah kas desa? 

5. Syarat-syarat apa yang dibutuhkan dalam proses sewa tanah kas desa ? 

6. Kewajiban apa yang penyewa lakukan dalam sewa tanah kas desa? 

7. apakah penyewa mengetahui aturan-aturan yang berlaku? 

8. Apakah debitur pernah menimbulkan kerugian pihak penyewa? 
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